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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
N0M0R 3'-f TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi 

Mengingat 

pembentukan produk hukum daerah Kabupaten 
Rejang Lebong, perlu dilakukan penyeragaman 
prosedur penyusunan produk hukum daerah secara 
terencana, terpadu, terkoordinasi dan tertib; 

b. bahwa untuk menjamin kepastian bu.kum atas 
pembentukan produk hukum daerah yang terencana, 
terpadu, terkoordinasi dan tertib, maka diperlukan 
pedoman yang sesuai dengan metode dan standar 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keclua alas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Memperhatikan 

Menetapkan 

I 

el 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksa:naan Pemerintaban di 
Propinsi Sengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Refonnasi 
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

8. Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana te.lah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tabun 2018 Nomor J 33). 

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Pungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Serita Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2020 Nomor 590). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PEMSENTUKAN PRO DUK HU KUM DAERAH 

2 
r--
1 
1. -



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Provinsi adalah Pr-ovinsi Bengkulu. 
2. Oubernur adalah Gubemur Bengkulu. 
3. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
4. Pemerintah Daerah adalah Biupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rejang Lebong 
sebagai unsur pcnyelenggara pemerintahan daerah. 

7 . Pimpinan DPRD adalah ketua daa wakil ketua DPRD Kabupaten Rejang 
Lebong. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat 
daerah, sekrctariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan, dan keluraban. 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerab Kabupaten Rejang Lebong. 
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong. 
11. lostansi VertikaJ adalah Pe.merintah Pusat di daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau 
sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan dalam 
pembentukan Produk Hukum Daerah. 

12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norm.a hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk at.au 
ditetapkan oleh Jembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 

13. Pedoman adalah panduan dan tata cara pernbe11tukan dan bentuk 
Produk Hukum Daerah. 

14. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Peraturan 
Perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, 
dan penyebarluasan. 

l 5. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan 
meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan berbentuk penetapan 
berupa Keputusan Bupati. 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut 
Perda adalab peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 
dengan persetujuan bersama Bupati. 

17. Peraturan Bupati Rejang Le bong yang selanjutnya disebut Peraturan 
Bupati adalah peraturan yang dibuat oleh Bupati dalam rangka 
pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

18. Keputusan Bupati Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Keputusan 
Bupati adalab penetapan yang bersifat konkrit, i.ndividual, dan final. 

19. Perangkat Daerah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang 
mengusulkan pembeotukan Prociuk Hukum Daerah. 

20. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda 
adalah instrumen perencanaao program pembentukan Perda Kabupaten 
Rejang Lebong yang disusuo secara terencana, terpadu, dan sistematis. 
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21. Sadan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda 

adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang bersifat 
tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang 
Le bong yang ditetapkan dengan Perda. 

23. Materi muatan Peraturan Daerah adalah pengaturan tentang 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran 
Jebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 
hukum dan basil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan 
masalah tersebut dalam rancan,gan Perda sebagai solusi terbadap 
permasalahan clan kebutuhan hukum masyarakat. 

25. Harmonisasi Produk Hukum Daerah adalah suatu proses penyelarasan 
atau penyerasian Produk Hukum Daerah yang akan disusun dengan 
Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang lebih 
tinggi, sederajat, · maupun yang lebih rendah, agar Produk Hukum 
Daerah yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang baik, serta memperhatikan 
aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 

26. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 
Perda adalah proses penyelarasan substansi rancangan Perda dan 
teknik penyusunan pe.ratura.n perundang-undangan, sehingga menjadi 
peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang 
utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. 

27. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam 
lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. 

28. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan 
aslinya. 

29. lnventarisasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data mengenai 
rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati pada 
Perangkat Daerah berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahun 
anggaran selanjutnya, maupun berdasarkan kebutuban dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

30. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintab Daerah 
Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan 
Produk Hukum Daerah. 

31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda 
yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan 
peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan/atau kesusilaan. 

32. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian 
nomor dalam rangka pcngawasan dan tertib adm.inistrasi untuk 
mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah 
Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. 

33. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 
pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan 
Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. 

34. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari 
pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan 
Keputusan Bupati dan berlaku paling lama I (satu) tahun. 
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35. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang 
melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan 
pelantikan pejabat definitif. 

36. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi 
madya/ setingkat a tau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri 
untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan 
Wakil Bupati Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan 
Kampanye Bupati dan Wakil Bupati. 

37. Bertentangan Dellgan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang 
menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, 
tcrganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya 
ketentraman dan kete.rtiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi 
terhadap suk'U, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan 
gender. 

38. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah 
berbentuk peraturan terbadap materi muatan dan teknik penyusunan 
rancangan sebelum ditetapkan. 

39. Veriflkasi adalah tindakan untuk membandingkan antara basil fasilitasi 
dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg. 

40. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terbadap Perda untuk 
mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusiJaan. 

41. Kartu Asistensi adalah lembar isian yang digunakan untuk melakukan 
pencatatan setiap hasil pembahasan rancangan Keputusan Bupati 
antara Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bagian Hukum. 

42. Jaringan Dokumentasi dan Jnformasi Hukum adalah wadah 
pendayagunaan bersama atas dokttmen hukum secara tertib, terpadu, 
dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan 
informasi hukum secara Jengkap, akurat, mudah, dan cepat. 

43. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 
MAl{SUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan 
Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan tertib. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 
a. tersusunnya Produk Hukum Daerab yang memenuhi asas kejelasan 

hukum, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian 
antara jenis, hierarki, dan rnateri muatan, dapat dilaksanakan, 
kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta 
keterbukaan; 

b. keseragaman dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan Produk 
Hukum Daerah; 

c. tcrwujudoya kepastian hukurn, kemanfaatan, dan keadilan dalam 
proses pembentukan Produk Hukum Daerah; dan 

d. terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi dan klarilikasi Produk Hukum 
Daerah yang tidal< bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 

5 rr:-"c 7,;;-, C ~ • --- - .,- -. - -I I , .. • ~ .. ~-- --1::,. • •• • 



I 

5 

BAB II] 
RUANO LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pedoman pembentukan Produk 
Hukum Daerah berbentuk : 
a. Perda; 
b. Peraturan Bupati; dan 
c. Keputusan Bupati. 

BABIV 
PRODUK HUKUM DAERAH 

Pasal 5 

(1) Produk Hukum Daerah berbentuk: 
a. peraturan; dan 
b. penetapan. 

(2) Prociuk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a . Perda; dan 
b. Peraturan Bupati. 

(3) Produk bukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufb berupa Keputusan Bupati. 

(4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

(l) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat 
materi muatan: 
a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang Jebih tinggi. 
(2) Selain materi rnuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat 

memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat materi 
muatan untuk mengatur: 
a. kewenangan daerah; 
b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah; 
c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah; 
d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

daerah; dan/atau 
e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh daerah. 

Pasal 7 

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan 
penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada 
pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). 

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda 
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Perda dapat 
memuat ancaman sanksi yang bers.ifat mengembalikan pada keadaan 
semula dan sanksi administratif. 

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian tetap kegiatan; 
e. pencabutan sementara izin; 
f. pencabutan tetap izin; 
g. denda administratif; dan/atau 
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB V 
PERENCANMN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Penyusunan Perda 

Pasal8 

Perencanaan Perda meliputi kegiatan: 
a. penyusunan Propemperda; 
b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan 
c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di Juar Propemperda. 

Paragraf I 
Tata Cara Penyusunan Propemperda 

Pasal 9 

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dalam 
penyusunan Propemperda di 1.ingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 10 

{l) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah 
dikoordinasikan dan dihimpun oleh Bagian Hukum. 

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat 
Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi. 

(3) Bagian Hukum menyampaikan surat edaran Bupati kepada Perangkat 
Daerah mengenai percncanaan penyusunan Propemperda paling lambat 
pada minggu pertama bulan Agustus. 

(4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penyusunan 
Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada 
minggu pertama bulan September. 

(5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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(6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propempcrda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD 
paling lambat minggu pertama bulan Oktober. 

(7) Bentuk dan tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Penyusunan Propemperda 

Pasal 11 

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. 
(2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang 
dilakukan oleh Bagian Hukum. 

(3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun 
sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. 

(4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat 
daftar rancangan Perda yang didasarkan atas: 
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b. rencana pembangunan daerah; 
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
d. aspirasi masyarakat daerah. 

(5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi 
Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan 
penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 
rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. 

Pasal 12 

(l) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi 
Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD. 

(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan dengan 
Keputusan DPRD. 

(3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri 
atas: 
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan 
b . APBD. 

(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan 
rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan: 
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; 
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; 
c. mengat.asi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya 

urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama 
oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan 

d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi setelah Propemperda ditetapkan. 

Pasal 13 

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
dalam Propempcrda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: 
a. penataan Kecamatan; dan 
b. pcnataan Desa. 
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Bagian Kedua 
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati 

dan Keputusan Bupati 
Pasal 14 

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati disusun 
berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
atau berdasarkan kewenangan. 

Pasal 15 

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan J<eputusan Bupati meliputi 
kegiatan: 
a. inventarisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.; dan 
b. penyusunan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 16 

lnventarisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan : 
a. Bagian Hukum menyampaikan surat edaran Bupati kepada Perangkat 

Daerah mengenai rencana penyusunan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati pal.ing lam.bat pada minggu pertama bulan 
September; 

b. penyampaian usulan rencana penyusunan Peraturan Bupati dan 
I<eputusan Bupati dari Perangkat Daerah pemrakarsa paling lambat 
pada minggu pertarna bulan Oktober; dan 

c. verifikasi usulan rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati paling lam bat pada minggu pertama bulan November. 

Pasal 17 

(1) Dalam daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas 
ketentuan mengenai: 
a. keuangan; 
b. kepegawaian; dan 
c. barang milik daerah. 

(2) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah pemrakarsa dapat 
mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di luar 
daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 
karena alasan: 
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konfiik, atau bencana alam; 
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; 
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya 

urgensi atas suatu Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan 
d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi setelah daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati ditetapkan. 

Pasal 18 

(1) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disusun bcrdasarkan 
basil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c. 

(2) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dile ngkapi dengan : 
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a. surat atau nota dinas pengantar dari Perangkat Daerah pemrakarsa; 
b. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran; 
c. data, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/atau 

Produk Hukum Daerab yang menjadi dasar penyusunan Peraturan 
Bupati dan Keputusan Bupati; dan 

d. salinan atau fotocopi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 
sebelumnya apabila Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang 
akan disusun berbentuk perubahan, pergantian atau pencabutan. 

(3) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Kcputusan 
Bupati untukjangka waktu l (satu) tahun. 

(4) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau 
pengurangan. 

(5) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dilaksanakan paling lambat sebelum APBD disahkan. 

(6) Bentuk dan tata cara penyusunan daftar rencana penyusunan 
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Larnpiran II Pcraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

(1) Penyusunan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati dikoordinasikan dan dihimpun oleh Bagian Hukum. 

(2) Dalam menyusun daftar rcncana penyusunan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk 
tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
atas: 
a . Bupati; 
b . Sekretaris Daerah; 
c. Bagian Hukum; 
d. Perangkat Daerab terkait; dan 
e, Perancang Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum 
Sekretariat Daerab Provinsi, tenaga abli dan/atau perguruan tinggi 
dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

BAB VI 
PENYUSUNAN 

Bagian Kesatu 
Penyusunan Rancangan Perda 

Pasal 20 

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan 
berdasarkan Propemperda. 

Paragraf l 
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan 

dan/ atau Naskah Akademik 
Pasal 21 

(1) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda 
disertai dcngan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 
akademik. 
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(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengikutsertakan Bagian Hukum. 

(3) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam melakukan penyusunan 
penjelasan atau kete.rangan dan/atau naskah akadernik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan atau bekerja sama 
dengan instansi vertikal terkait, tenaga ahli dan/atau akademisi yang 
mernpunyai keablian sesuai rnateri yang akan diatur dalam rancangan 
Percla. 

(4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bagian 
Hukum. 

(5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 
rancangan Perda. 

Pasal 22 

(1) Penyusunan naskal1 akademik rancangan Perda dila1.-ukan sesuai 
dengan teknik penyusunan naskah akademik. 

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun dengan 
sistematika sebagai beriku t: 
a. Judul; 
b. Kata Pengantar; 
c. Daftar lsi; 

BabT Pendahuluan 
Kajian Teoritis dan Praktek Empiris Bab II 

Bab III 
Bab rv 
BabV 

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait 
Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis 
Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi 
Muatan Perda 

Bab VI Penutup 
d. Daftar Pustaka; 
e. Lampiran rancangan Perda jika diperlukan. 

(3) Hasil kajian naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat memuat rekomendasi: 
a. perlu diatur dengan Perda; atau 
b . tidak perlu diatur dengan Perda. 

(4) Jika rekomendasi hasil kajian naskah akademik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a perlu diatur dengan Perda, ditindaklanjuti dengan 
penyusunan rancangan Perda yang berpedoman pada naskah akademik. 

(5) Teknik penyusuna:n naskah akademik Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran ITT Peraturan Bupati ini. 

Pasal 23 

(1) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda, dan 
perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, 
hanya disertAi dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok 
pikiran dan materi muatan yang diatur. 

(2) Naskah penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kecuali rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, disusun de:ngan sistematika 
sebagai berikut: 
a. Judul; 
b. Kata Pengantar; 
c. Daftar lsi; 
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Bab 1 Pendahuluan 
Paling sedikit memuat latar belakang masalah perlunya 
perubahan dan/atau pencabutan perda 

Bab II La.ndasan hukum perubahan dan/atau pencabutan 
Bab III Pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang diatur 
Bab N Penutup 

d. Lampiran rancangan Perdajika diperlukan. 

Pasal 24 

(1) Bagian Hukum melah-ukan penyelarasan atas penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik rancangan Perda yang diterima 
dari Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap 
sistematika dan materi muatan atas penjelasan atau keterangan 
dan/atau naskah akademik rancangan Perda. 

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 
rapat penyelarasan. 

(4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
mengikutsertakan Perangkal Daerah pemrakarsa, Perangkat Daerah 
terkait, dan pe.mangku kepentingan lainnya. 

(5) Bagian Hukum melalui Sekretaris Dacrah menyampaikan kembali 
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik rancangan 
Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah 
pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan. 

Paragraf2 
Penyusunan Rancangan Perda 

di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Pasal 25 

(1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun 
rancangan Perda berdasarkan Propemperda. 

(2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun 
rancangan Perda yang clitetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
acas: 
a. Bupati; 
b . Sekretaris Daerah; 
c. Perangkat Daerah pernrakarsa; 
d . Bagian Hukum; 
e. Peraogkat Daerah terkait; dan 
f. Perancang Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum 
Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi 
dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 
scorang ket1.1a yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(6) Dalam ha! ketua tim adalah pejabat la.in yang ditunjuk, I<epala 
Perangkat Daerah pemrakarsa tetap berta11ggungjawab terhadap materi 
muatan rancangan Perda yang disusun. 

(7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan 
kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau 
pennasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk 
mendapatkan arahan atau keputusan. 

12 



(8) Bentuk Produk Hukum Daerah berupa Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), tcrcantum dalam Lampiran JV Peraturan Bupati ini. 

Pasal 26 

(1) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapal bekerja sama 
dengan instansi vertikal terkait, peneliti dan/atau tenaga ahli dari 
Lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai 
dengan kebutuhan. 

(2) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua 
tim penyusun dan Perangkat Dacrah pemrakarsa. 

Pasal 27 

(1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan hasil rancangan 
Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah untuk diJakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi. 

(2) Hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain 
dilengkapi dengan : 
a. surat atau nota dinas pengantar dari Perangkat Daerah pemrakarsa; 
b. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik rancangan 

Perda; 
c. salinan atau fotocopi Perda sebelumnya apabila Perda yang akan 

clisusun berbentuk perubahan, pergantian atau pencabutan; 
d. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran; 
e. data, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/ atau 

Produk Hukum Daerah yang menjadi dasar penyusunan rancangan 
Perda; 

f. salinan atau fotocopi Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun 
Rancangan Perda; dan 

g. notulen, daftar hadir dan undangan rapat tim penyusun rancangan 
Perda. 

(3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk 
mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud paida ayat (1). 

(4) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala 
Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro 
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan 
tinggi. 

Pasal 28 

(I) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengbarmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk 
mendapalkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda. 

(2) Sekretaris Daerah menyarnpaiKan rancangan Perda yang telah dibubuhi 
paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pl kepada Bupati. 

(3) Setiap rancangan Pcrda yang merupakan konsep akhir yang akan 
disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim atau Kepala 
Perangkat Daerah pemral{arsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerab. 
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13ngian K<:duo 
Pcrwusun nn Rnncangan Pcrnturnn Uupati 

• l'nsnl 29 

Peraturan Bupmi ditctnpkan bcrclasarknn a tns pcrinrnh Pcraluran 
Perundnng-undnngnn yRng lcbih l inggi ntnu dil>cntuk berclnsnrknn 
kewcnnngan 

P"sal 30 

(11 l,cpala Pcrangkac Dacrah pcmrakarsa mcnyusun Ran cangnn Pcraturnn 
Oupati sel>ngaimnnn dimnksud dnlnm Pn:;nl 5 nynt (21 hunrf IJ. 

(21 Penyusunan rancnnr,an 1'1·rn1urnn Oupnti schngnima na dimaksud_ pndn 
ayat (I), bcrdnsnrlm11 dnftnr rc·nrnnn p1·11yw1unan Pcm tu ran 13upnll ynng 
tclah ditctapkan <kngan l,t•p11tu sm1 Bupnti. 

(3) Dnhrn, 1m:rwus1111 rnnrn11gn11 Pcrn1urn11 l:Jupnli, l:Jupmi mcmbcn1uk rim 
pcnyusun ·rnncnngan Pcrnturnn Oupnti yang ditctnpknn dcngan 
Kcputusan Bupnti. 

(4) Kcans._~otann tim pl'nyusun scbngnim:v,n dimaksud pada aynt (3) tcrcliri 
atas: 
n. Bupati: 
b. Sckrctmis Dacrah: 
c. Perangkat Daerah pcmrnkarsa; 
cl. Bagian 1-lukum: 
e. Perangkat Daerah terkai t; dan 
f. Pernncang Pcraturon Pcrunclnni;•unclangnn . 

(5) Bupati dapat mengikutsert.:1kan instnnsi vcrtikal tcrkait. Biro llukum 
Sckretariat Daera.h Provinsi. tcnngn ahli dan/atau pcrgun1an tings;i 
dalam keanggotaan tim pcnyusun sclmgnimana dimaksud pada ayat ('1). 

(6) Tim pcnyusun scbagaimana dimaksud pndn ayat (4) dipimpin olch 
scorang ketua yang ditunjuk olch Pcrnngkat Dacrnh pcmrnknrsa. 

(7) Dalam ha! ketua t im adalah pcjabat lain yang dittmjuk. Kcpala 
Pcrangkat Dacrah pemrakarsa tctap bertanggunr,jnwab tcrhaclnp materi 
muat.a.n rancangan Pcr:uuran Bupati ynng disusun. 

(8) Ketua tim penyusun sebagaimann climaksud pmln n,:n\l (6) mclaporkan 
kepada Sckrctnris Dncrnh mcng1•11ni perkcmunngnn dnn/ntnu 
permasalahan yang dihndapi dalnm pcnyusunnn rnncrmgan Pcrnturnn 
Bupali untuk mcndapatknn nrnhnn nlf111 kcputusnn. 

(9) Bentuk Prociuk lfukum Dncmh ht•n1pn Pcrntumn Bupati scbngaimann 
dimaksud pacla ayat (1), tc rcnntum dnlnm I--1mpirnn IV Pcmturan Bu ~nlli 
ini. 

PR!k'll 3 1 

(1) Rancangan Peraturan Bupati yang tclah disusun. dibcri parnf koonlinnsi 
tiap lembar oleh kctua t im penyusun dan Pcmngknt Dnt>rnh pcmmknrsn. 

(2) Kcpala Pcranglmt Dacrnh pcmrakarsa mcnynmpaikan hnsil mncnngan 
Pera tu ran Bu pati sehagaimana dimaksurl patln aynt ( l) kcpntla Bupnti 
melalui Sckrct.:1ris Dacrah un1uk dilnkukan hnrmonisasi dnn 
penyelarasan. 

(3) Hasil rancangan Pcraturan Bupnti scbagnimana <limaksud pada ayat (2), 
antara lain dilengkapi dengan : 
a. surat atau notA d!nas pcngantar dari Pcrangkat Daerah pemrnkarsa; 
b. salinan atau fotocopi Peraturan Bupati sebclumnya apobila 

rancangan Peraluran Bupati yang akan disusun berbentuk 
perubahan, pergantian atau pcncabutan ; 
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c. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran; 
d. data, petu njuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/atau 

Produk Hukum Daerah yang menjadi dasar penyusunan rancangan 
Peraturan Bupati; 

e. salinan atau fotocopi Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun 
Rancangan Peraturan Bupati; dan 

f. notulen, daftar hadir dan undangan rapat tim penyusun rancangan 
Peraturan Bupati. 

(4) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk 
mengoordinasikan pengharmonisasian dan penyelarasan rancangan 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Dalam mengoordinasikan penghannonisasian dan penyelarasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bagian Hukum dapat 
mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat 
Daerah Provinsi, tenaga ah!i dan/atau perguruan tinggi. 

Pasal 32 

(1) Sekretaris Daerah menyarnpaikan hasil pengharmonisasian dan 
penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Kepala 
Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan 
pada setiap halaman rancangan Peraturan Bupati. 

(2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan 
Peraturan Bupati yang telah diparaf persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan 
pembahasan. 

Bagian Ketiga 
Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati 

Pasal 33 

(1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3) sesuai dengan 
tugas dan fungsi. 

(2) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berdasarkan daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati 
yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Bentuk Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal34 

( 1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun, diberi paraf 
koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan basil rancangan 
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pembahasan. 

(3) Hasil rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), antara lain dilengkapi dengan : 
a. surat atau nota dinas pengantar dari Perangkat Daerah pemrakarsa; 
b. salinan atau fotocopi Keputusan Bupati sebelumnya apabila 

rancangan Kcputusan Bupati yang akan disusun berbentuk 
perubahan, pergantian at.au pencabu tan; 

c. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran; dan 
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d. data, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/atau 
Produk Hukum Daerah yang menjadi dasar penyusunan rancangan 
Keputusan Bupati. 

BAB VU 
PEMBAHASAN 

Bagian Kesatu 
Pembahasan Rancangan Perda 

Pasal35 

(l) Pembahasan rancangan Perda disampaikan dengan surat pengantar 
Bupati kepada Ketua DPRD. 

(2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat: 
a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 
c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan 

substansi rancangan Perda. 
(3) Dalam ha! rancangan Perda disusun berdasarkan penjelasan atau 

keterangan dan/atau naskab akademik, maka penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik disertakan dalam penyampaian 
rancangan Perda. 

(4) Dalam rangka pembabasan rancangan perda di DPRD, Perangkat 
Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda serta penjelasan 
atau keterangan dan/atau naskah akademik sesuai jumlah yang 
diperlukan. 

Pasal 36 

(1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan beranggotakan 
Perangkat Daerab terkait. 

(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan 
perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan 
Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan 
keputusan. 

Pasal 37 

(1) Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. 

(2) Dalam ha! Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, pe.mbabasan rancangan Perda 
dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara 
atau Penjabat Bupati. 

(3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat 
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan 
pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan 
tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 

(4) Pembabasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 
(dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan 
pembicaraan tingkat TT. 

16 



Pasal 38 

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) 
meliputi: 
a. penjelasan Bupati dalarn rapat paripuma mengenai rancangan Perda; 
b. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan 
c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum 

fraksi . 

Pasal 39 

Pembicaraan tingkat fl sebagaimana dimaksud <dalam Pasal 37 ayat (4) 
meliputi: 
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 

1. penyampaian laporan pimpinan kom:isi/pimpinan gabungan 
komisi/pimpinan pani tia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil 
pembahasan; dan 

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat 
paripurna. 

b. pendapat akhir Bupati. 

Pasal 40 

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a 
angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, 
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara 
DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi 
da lam persidangan DPRD masa sidang itu . 

Pasal41 

{l) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh 
DPRD dan Bupati. 

(2) Penarikan kembaH rancaogan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan 
penarikan. 

(3) Pena.iikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan 
disertai a lasan penarikan. 

Pasal 42 

(1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali 
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. 

(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripuma DPRD yang dihadiri 
oleh Bupati. 

(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada 
masa sidang yang sama. 

Bagian Kedua 
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati 

Pasal 43 

(l) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati 
bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. 
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(2) Bupati membentuk tim pembabasan rancangan Peraturan Bupati yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2). sekurang-kurangnya terdi ri 
atas: 
a. ketua 

b. sekrctaris 

Kepala Perangkat Daerab pemrakarsa atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah; 
Kepala Bagian Hukum atau Perangkat Daerah 
pemrakarsa; dan 

c. anggota sesuai dcngan kebutuhan. 
(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi 
dalam keanggotaan tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3)' 

(5) Dalam ha! ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala 
Perangkat Daerab pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi 
muatan rancangan Peraturan Bupati. 

(6) J<etua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan 
perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerab. 

Pasal 44 

(l) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk 
mengoordinasikan pengha.rmonisasian dan penyelarasan rancangan 
Peraturan Bupati basil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43. 

(2) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerab menyampaikan kembali 
rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian 
dan penyelarasan kepada Perangkat Dacrab pemrakarsa disertai dengan 
penjelasan basil harmonisasi dan penyelarasan. 

(3) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilaln.tkan pengbarmonisasian 
dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya 
dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat 
Daerab pemrakarsa. 

(4) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan Rancangan 
Peraturan Bupati yang telah dilakukan paraf koordinasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 45 

(1) Sek.retaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau 
penyempumaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telab 
diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4). 

(2) Perubahan dan/atau penyempumaan rancangan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kepala 
Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(3) Hasil perubahan dan/atau penyempumaan Rancangan Peraturan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Sekretaris Daerah setelah dilak"Ukan paraf koordinasi Kepala Bagian 
Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koorctinasi pada tiap halarnan 
rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan. 

(5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancan_gan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk di.tetapkan. 
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Bagian Ketiga 
Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati 

Pasa146 

(1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan Perangkat Daerah 
pemrakarsa bersama dengan Bagian Hukum. 

(2) Setiap hasil pembahasan rancaogan Keputusan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Kartu Asitensi Rancangan 
Keputusan Bupati dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

Pasal 47 

(1) Sek,etaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum uotuk 
mengoordinasikan peogharmonisasian dan penyelarasan rancangan 
Keputusan Bupati sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 46. 

(2) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali 
rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian 
dan penyelarasan kepada Pcrangkat Daerah pcmrakarsa ctisertai dengan 
penjelasan hasil harmonisasi dan penyelarasan. 

(3) Rancangan l<eputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian 
dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya 
dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat 
Daerah pemrakarsa. 

(4) Kepala Pcrangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan 
Keputusan Bupati yang telah dilakukan paraf koordinasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati mclaluj Sekretaris Daerah. 

Pasal 48 

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau 
penyempurnaan terhadap rancangan Keputusan Bupati yang telah 
iliparafkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4). 

(2) Perubahan dan/atau penyempu:maan rancangan Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikcmbalikan kepada Kepala 
Perangkat Daerah pemrakarsa. 

(3) Hasil perubahan dan/atau penyempumaan rancangan Keputusan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Sekretaris Daerah sctelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian 
Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pcmrakarsa. 

(4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman 
rancangan Keputusan Bupati yang telah disempurnakan. 

(5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kcpada Bupati untuk ilitetapkan. 

BAB Vlll 
FASILITASI DAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN 
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN 

Bagian Kesatu 
Fasilitasi 
Pasal 49 

(1) Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk 
peraturan berupa rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati 
dilakukao oleh Gubemur. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib. 
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Pasal 50 

(1) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat l selesai 
dilakukan. 

(2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan 
Evaluasi. 

(3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat ( 1), tidak diberlakukan terhadap rancangan 
Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi. 

Pasal 51 

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan 
disampaikan kepada Gubernur. 

(2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berhalangan scmentara atau berhalangan tetap sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi 
ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksaoa Harian atau Penjabat 
Sekretaris Daerah. 

(3) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
diJengkapi dengan : 
a. dokumen rancangan Perda dan/atau rancangan Peraturan Bupati 

dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format word dan pdf; 
dan 

b . berita acara pembicaraan tingkat 1 bagi Fasilitasi rancangan Perda. 
(4) Ketentuan mengenai Fasilitasi rancangan Perda dan rancangan 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan 
peraturan perunclang-undangan. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 
Pasal 52 

(1) Bupati menyampa ikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 
(tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang: 
a. RPJPD; 
b. RPJMD; 
c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 
d. pajak daerah; 
e. retribusi daerah; 
f. tata ruang daerah; 
g. rencana pembangunan industri; dan 
h. perobentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan 

status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa. 
(2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) bari sebelum ditetapkan 
oleh Bupati. 

(3) Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat evaluasi Gubemur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati. 
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(4) Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda dan rancangan 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai 
ketentuan peraturan peru ndang-undangan. 

BAB IX 
NOMOR REGISTER 

Pasal 53 

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubemur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima 
rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk rnendapatkan Noreg Perda. 

Pasal 54 

(1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubemur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempumaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan 
Fasilitasi. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pa,da ayat (1), dalam 
bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama 
Bupati, dcngan melampirkan : 
a. surat hasil Fasilitasi; 
b . hardcopy dan softcopy rancangan Perda dalam bentuk word dan pdf 

yang telah di paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum di setiap 
halaman; dan 

c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah 
Daerah dan D'PRD. 

(3) Selain penyampaian sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) terhadap 
rancangan Perda mengenai : 
a. RPJPD; 
b. RPJMD; 
c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD· • 
d . pajak daerah; 
e, retribusi daerah; 
f. tata ruang daerah; 
g, rencana pembangunan industri; dan 
h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan 

status Desa menjad i Kelurahan atau I<elurahan menjadi Desa. 
dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan 
Perda. 

(4) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg selanjutnya dilalrukan 
penetapan dan pengundangan. 

(5) Ketentuan rncngenai pemberian Noreg Perda sebagaimana dimaksud 
ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 55 

Rancangan Perda yang belum mcndapatkan Noreg sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 54 ayat (1) , belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat 
diundangkan dalam lembaran daerah. 
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BABX 
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, 

AUTENTIFIKASI, PENOGANDAAN DAN PENYAMPAJAN 

Bagian Kesatu 
Penetapan 
Paragraf l 

Perda 
Pasal 56 

(1) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari Gubemur selanjumya 
dilakukan penetapan. 

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. 

(3) Terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh 
Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung 30 (tiga puluh) 
hari sejak proses keputusan Gubemur untuk evaluasi rancangan Perda 
dilaksanakan. 

(4) Dalam ha! Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah 
mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan 
dalam lcmbaran daerah. 

(5) Rancangan Perda sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah 
dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah". 

(6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ harus 
dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan 
naskah Perda ke dalam lembaran daerah. 

Pasal 57 

(1) Dalam bal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbalangan 
sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda 
dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara 
atau Penjabat Bupati. 

(2) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (2), dalam melakukan 
penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 58 

(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat). 
(2) Pendokumentasian naskah asl i Perda sebagairnana dimaksud pada ayat 

(1) oleh: 
a . DPRD 
b. Sekretaris Daerah; 
c. Bagian Hukum; dan 
d. Perangkat Daerah pemrakarsa. 

Paragraf2 
Peraturan Bupati 

Pasal 59 

(1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembabasan 
disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan. 
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(2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan oleh Bupati setelab dilaksanakan fasilitasi atau evaluasi 
Rancangan Peraturan Bupati. 

(3) Dalam bal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan 
sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan 
Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Togas, Pelaksana Harian, 
Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati. 

(4) Penjabat Sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam 
rnelakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat 
menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam 
Negeri. 

Pasal 60 

(1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 
(2) Pendokumentasian naskab asli Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) oleh: 
a. Sekretaris Daeral,; 
b . Bagian Hukum; dan 
c. Perangkat Daerah pemrakarsa. 

Paragraf3 
Keputusan Bupati 

Pasal 61 

(1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan 
disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan. 

(2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. 

(3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat didelegasikan kepada: 
a. Wakil Bupati; 
b. Sekretaris Daerah; atau 
c. Perangkat Daerah pemrakarsa. 

Pasal 62 

(1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga) . 
(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) oleh: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Bagian Hukum; dan 
c. Perangkat Daerah pemrakarsa. 

Bagjan J(cdua 
Penomoran 

Pasal 63 

(1) Penomoran Produk Hukum Daerab bcrupa Perda, Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum. 

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. 

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi. 
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Bagian Ketiga 
Pengundangan 

Pasal 64 

( 1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. 
(2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita 

daerah. 

Pasal 65 

(1) Lembaran daerah dan berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. 

(2) Pengundangan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 64 merupakan 
pemberitahuan secara formal suatu Perda dan Peraturan Bupati, 
sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. 

Pasal 66 

(1) Tambahan Jembaran daerah memuat penjelasan Perda. 
(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. 
(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ditetapkan bcrsamaan dengan pengundangan Perda. 
(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah. 

Pasal 67 

(l) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda dan Peraturan Bupati. 
(2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda 
dan Peraturan Bupati di.lakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat 
Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah. 

Pasal 68 

(1) Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, 
mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 
diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda dan Peraturan 
Bupati yang bersangkutan . 

(2) Perda dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubemur paling lama 7 
(tujub) hari setelah diundangkan. 

Pasal 69 

Perda dan Peraturan Bupati dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum. 

Bagian Keempat 
Au tentifikasi 

Pasal 70 

(1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan d iberi penomoran 
selanjutnya dilakukan Autentilikasi. 

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 
Kepala Bagian Hukum. 
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Bagian Kelima 
Penggandaan 

Pasal 71 

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah 
pemrakarsa. 

Bagian Keenam 
Peoyampaian 

Pasal72 

(1) Setiap Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan wajib 
disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada pihak-pihak 
yang disebutkan dalam Keputusan Bupati tersebut. 

(2) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dapat disampaikan 
kepada pihak yang terkait lainnya. 

(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan 
kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Produk Hukum 
Daerah yang bersifat penetapan. 

Pasal 73 

(1) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dapat disampaikan 
melalui pos tercatat, kurir, atau sarana clektronik lainnya. 

(2) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau 
paling lama 5 (lima) hari sejak ditetapkan. 

(3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan yang ditujuka.i1 bagi 
orang banyak a tau bersifat massal disampaikan paling lama 10 
(sepuluh) hari sejak ditetapkan. 

(4) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan yang diumumkan 
melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai 
berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan. 

(5) Dalam ha! terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Perangkat Daerah pemrakarsa 
harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan. 

BABXl 
PENYEBARLUASAN 

Pasal74 

(1) Peoyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak 
penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai 
dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan 
pembahasan rancangan Perda. 

(2) Penyebarluasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
dapat memberikan informasi dan/atau memperoleb masukan 
masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

Pasal 75 

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. 

' 
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(2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik dilaksanakan oleh Sekretaris 
Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. 

Pasal 76 

(1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan ctilakukan bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD. 

(2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah 
diundangkan dan/atau di autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris 
Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. 

Pasal 77 

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan 
salinan naskah yang telah diautentiftkasi dan diundangkan dalam lembaran 
daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. 

BAB XH 
KONSULTASI DAN KOORDINASI 

Pasal 78 

(1) Pemerintah Daera h dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik 
penyusunan terhadap Produk Hukurn Daerah sebelum ditetapkan. 

(2) Konsultasi sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dilakukan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan konsultasi pada Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membawa surat 
pengantar dari Pemerintah Provinsi. 

Pasal 79 

(1) Pemerintah Daerah dapat rnelakukan koordinasi atas materi muatan 
dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah yang akan 
dibentuk dengan Pemerintah Daerah lain. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dalam hal Pemerintah 
Daerah lain telah membentuk dan melaksanakan Produk Hukum 
Daerah yang akan dikoordinasikan. 

BAB XIII 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasa180 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 
dalam pembentukan Perda dan Peraturan Bupati. 

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat dilakukan melalui: 
a. rapat dengar pendapat umum; 
b. kunjungan kerja; 
c. sosialisasi; dan/atau 
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang 
perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif 
memberikan masukan atas substansi rancangan Perda dan/atau 
Peraturan Bupati. 
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(4) Untuk meroudahkan masyarakat dalam memberikao masukan secara 
lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , setiap 
rancangan Perda dan/atau Peraturan Bupati harus dapat diakses 
dengan roudah oleh masyarakat. 

BAB XIV 
ANGGARAN 

Pasal 81 

Anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah 
dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada setiap Tahun Anggaran. 

BAB XV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 82 

(1) Penulisan Produk Hukum Daerah cliketik dengan menggunakan jenis 
huruf Bookman Old style dengan buruf 12. 

(2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak 
dalam kertas yang bertanda khusus. 

(3) Kertas bertanda kbusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan 
ketentuan: 
a . menggunakan nomor seri dan/atau buruf, yang diletakan pada 

halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan 
b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. 

(4) Penetapan nomor seri dan/atau buruf sebagaimana dima ksud pada ayat 
(3), dilaksanakan oleh Bagian Hukum. 

Pasal83 

(1) Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati menggunakan kop 
Iambang Negara pada halaman pertama. 

(2) Penulisan nama Daerah dicantumkan pada halaman pertama setelah 
penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I ). 

Pasal 84 

(1) Penggunaan Stempel pada Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati disesuaikan dengan stempel yang berlaku pada tata naskab 
dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Un tuk tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Daerah, Stempel 
pada Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat diberi tanda 
atau kode khusus. 

Pasal 85 

(1) Setiap tal1apan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebaga.imana 
dimaksud pada ayat ( l), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati 
dan Keputusan Bupati dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal PJ/ No'<'.emb:r 2020 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

-
H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal :Z.lf /Oovem&-r 2020 

BUPATI REJANG LEBONG, 

ri - ,;,;i-: ·1; 
r l\t- ... r " ·• 

r---. -~ / / 
I - • ... 

'..'..!.:C::c....i..J ,J 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR bl/ 

•,' .. 
I t ~ •• 

I , l I 1 

' . : .. ,:. 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR JI/ TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA 

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KABUPATEN 
REJANG LEBONG 

PERANOKAT DAERAH ......... . 

UK1T'/ T..f.JlCET 
ffATW l)tB£1tTAJ IHITAll'II PVf'fA.MP J(~RAl(GA.lf 

t.lATBKI Pl ..,, TllAKAJT """' (l()J 
NO JEJllll 1'tltTANG 

f'OKOX 
Pet.AX8AJfAAJI ,., 191 Ill 121 Pl 141 1•1 

f'q_Jeluu ...... UIUJf. •• •O\I 
IPe,te,----. 

\ 

···· ··············t ..... , ......... ......... .. 

KEPALA ...... (NAMA PERANGKAT DAERAH) 

( ...... ........ ... ...... .... ) 
Nama/ Pa11gkat/ Goll NIP 
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B. TATA CARA PENGISlAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA 

Kolom I 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 

T<olom 5 

I<olom 6 
Kolom 7 

!(olom 8 

Kolom 9 
Kolom 10 

Nornor urut pengisian 
Peraturan Daerah 
Penamaan Peraturan Daerah 
Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan 
Daerab 
Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilib 
apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan 
Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah 
Penyusunan Peraturan Daerah apakah diserta.i dengan 
naskah akademik atau penjelasan/keterangan 
Unit kerja/instansi terkait dengan materi 
muatan penyusunan Peraturan Daerah 
Tahun penyelesaian Peraturan Daerah 
Hal-hal yang berkait.an dengan pembahasan Peraturan 
Daerah 

BUPATI REJANG LEBONG, 

1~ r·. := ,.;- -.-='.\ 
~ ,, ... : - -2'-z/.. 

. -I i 

: _)f · cl ~ 
l -..._ ~= 

.. 
p , • I , ..... 
·r . 
,._ .... -,.,..'1..- --- - . 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 3<( TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

BENTUK DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA 
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATf REJANG LEBONG 

DAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG 

A. BENTUK PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN 
BUPATl REJANG LEBONG DAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG 

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATl REJANG LEBONG 
DAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG TAHUN .... 

PERANGl{AT DAERAH .......... 

8TAT08 I/J<IT/ Ti\RG&T 1'ARQln' 

"° J"Ulll 'ffllfToVIO NAffRJ ,,, PIJlAJ{l.dMJ'I ntaTUII P&1'YAM.P PJ:NYtLIC Ktn!IWICWI 

Ill l>I Pl 
~KOK 161 TilAAAJT 

..,.,. ....,.,, 
1•1 ,,, Ill ,., , ... 

....... IJBMf 

. ................. , .............. -.. ........ . 

KEPALA ...... (NAMA PERANGl{AT DAERAH) 

( ........................... ) 
Nama/ Pangkat/Gol/ NlP 
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8 . TATA CARA PENGISIAN DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN 
BUPATI RE.JANG LEBONG DAN KEPUTUSAN BUPAT! RE.JANG LEBONG 

Kolom 1 
Kolom 2 

I<olom 3 

Kolom 4 

Kolom 5 

l<olom 6 

Kolom 7 

J<olom 8 

Kolom 9 

Kolom 10 

Nomor urut pengisian 
Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati 
Rejang Lebong 
Penamaan Peraturan Bupati Rejang Lebong atau 
Keputusan Bupatl Rejang Lebong 
Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan 
Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang 
Lebong 
Penyusunan status Peraturan Bupati Rejang Lebong 
atau Keputusan Bupati Rejang Lebong dengan memilih 
apakah baru dibuat (termasuk pergantlan atau 
pencabutan) atau perubahan 
Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Bupati Rejang 
Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong, berupa 
surat, dokumen, petunjuk teknis, peraturan perundang
undangan atau produk hukum daerah yang menjadi 
dasar penyusunan 
Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan 
penyusunan Peraturan Bupati Rejang Lebong atau 
Keputusan Bupati Rejang Lcbong 
Minggu dan bulan penyampaian Peraturan Bupati 
Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong 
Minggu dan bulan penyelesaian Peraturan Bupati Rejang 
Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong 
Hal-hal Jainnya yang berkaitan dengan Peraturan Bupati 
Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong 

BUPATI REJANG LEBONG, 

F-;m~- , 
I ' (I')""'~ , • • ~, 

• ' # "\',..1 • .. .;: ' i..____ 

' '! 

I • 
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LAMPIRAN ll1 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR S If TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH 

I. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 
huku.m dan basil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilm.iah mengenai pengaturan 
masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai 
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: 
mom · 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR IS! 

PENDAHULUAN 
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

BABl 
BAB II 
BAB 111 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN TERKAIT 
BAB rv 
BAB V 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURI DIS 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANO 
LINGKUP MATER! MUATAN PERATURAN DAERAH 

BAB VI PENUTUP 
DAFTAR PUSTAl{A 
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

Uraian singkat setiap bagian: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan 
diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta 
metode penelitian. 
A. La.tar Belakang 

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya 
penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan 
Rancangan Peraturan Daerah tertentu. ,Latar belakang 
menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan 
Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan 
suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori 
atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan 
Rancangan Peraturan Daerab yang akan dibentuk. Pemikiran 
ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi 
filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau 
tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. 

33 
~ - -i- -, ;--. - -

1. - "" 
; .. ' t ·-~ 
---



B. Identifikasi Masalah 
ldentifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa 
yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik 
tersebut. Pada dasamya identifikasi masalah dalam suatu 
Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan 

berbangsa, bemegara, dan bermasyarakat serta bagaimana 
permasalahan tersebut dapat diatasi. 

2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar 
pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan 
pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. 

3) Apa yang menjadi pertimbangan atau Iandasan 
lilosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah. 

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalab yang 
dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik 
di.rumuskan sebagai berikut: 
1) Merumuskan permasalaban yang dihadapi dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara 
mengatasi permasalahan tersebut. 

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 
a lasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai 
dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam 
kehidupan berbangsa, bemegara, dan bermasyarakat. 

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan 
Daerah. 

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan 
penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau 
referensi penyusunan dan pembabasan Rancangan Peraturan 
Daerah. 

D. Metode 
Penyusunan Naskah Akademik pada dasamya merupakan suatu 
kegiatan penelitian sehingga digunakan rnetode penyusunan 
Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum 
atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan· melalui 
metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. · 
Metode yuridis nonnatif dilakukan melalui studi pustaka yang 
menelaab (terutama) data sekunder yang ben1pa Peraturan 
Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, 
atau dokumen hukum Iainnya, serta hasil penelitian, hasil 
pengkajian, dan referensi la innya. Metode yuridis norrnatif dapat 
di lengkapi dengan wawanc.ara, diskusi (focus group discussion), 
dan rapat dengar pendapat. 

. '· ... . . --·-
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Metode yuridis empirts atau sosiolegal adaJab penelitian yang 
diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan (normatii) yang dilanjutkan 
dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan 
kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang 
terkail dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang
undangan yang diteliti . 

2. BAB II KAJ1AN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

Bab ini memua t uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, 
praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan 
ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan 
Daerah. 
Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: 
A. Kajian teoretis. 
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan 

norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga 
mernperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal 
dari hasil penelitian. 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta 
pennasalaha n yang dihadapi masyarakat. 

D. Kaj ian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan 
diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap 
aspek kehidupan masyarako.t dan dampaknya terhadap aspek 
beban keuangan nega ra. 

3. BAB 111 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TgRKAIT 

Bab ini memuat basil kaj ian terhadap Peraturan Perundang
undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, 
keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang
undangan la in, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta 
status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk 
Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak 
berla.ku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap 
berlaku karena tida.k bertentangan dengan Peraturan Daerah yang 
baru. 
Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan 
untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan 
diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah 
yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, 
barmonisasi Peraturan Pcrundang-undangan yang ada serta posisi 
dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 
pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan 
bagi penyusunan landasan fiJosofis dan yuridis dari pembentukan 
Peraturan Daerah yang akan dibentuk. 
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4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

A. La.ndasan Filosofis 
La.ndasan ftlosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk 
rnempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita 
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa 
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

B. Landasan Sosiologis. 
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untu.k 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 
Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris 
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat 
dan negara. 

C. Landasan Yuridis. 
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 
hukum dengan mempcrtimbangkan aturan yang telah ada, yang 
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Landasan yuriclis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 
dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu 
dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa 
persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah 
ketioggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, 
jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga 
daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak 
memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. 

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANO LINGKUP 
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

Naskah Akademik pada akhimya berfungsi mengarahkan ruang 
lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan 
dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup 
materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah 
dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang 
telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai 
1·uang lingkup materi pada dasarnya mencakup: 
a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai 

pengertian istilah, dan frasa; 
b. materi yang akan diatur; 
c. ketentuan sanksi; dan 
d. ketentuan peralihan. 
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6. BAB VI PENUTUP 

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. 
A. Simpulan 

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan 
dengan praktik Penyeleoggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas 
yang telab diuraikan dalam bab sebelumnya. 

B. Saran 
Saran memuat antara Jain: 
l. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam 

suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan 
Perundang-undangan di bawahnya. 

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerab dalam Program Legislasi Daerah. 

3. Kegiatan lain yang cliperlukan untuk mendukung 
penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih Janjut. 

7. DAFTAR PUSTA!{A 

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan 
jumal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik. 

8. LAMPlRAN RANCANGAN PERDA 

.=-=--=.;--=
:•. I-1. F-

' . ~----

•· ., i-~ A H 

.. ·-· -.. . 
' • J • ....... JI 

,..,,:t .... 1 -1 -· 

. . ·:J'i 1 1I ," , r1l 

BUPATI REJANG LEBONG, 

-- - - .. _.::-- -::':':i .~-1 ,... . .. 

1 
. Holw ;11ak 511..!fI . 
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I,AMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR :JC( TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

A. 

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH 

BENTUK RANCANGAN PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN REJANG 
LEBONG 

[(op Garnda 
---➔ Emas 

~ .. I .;, -.:_~ 
'"'<....½;;,~;;> 

>~;r. 

BUPATI RE.JANG LEBONG 
PROVI~SI BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
NO MOR ... TA HUN ... 

TENTANG 

(Judul Peraturan Daerah) 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

Menimbang: a. bahwa .. . ; 
b. bahwa ... ; 
c. dan seterusnya ... ; 

Mengingat: 1. ... ; 
2 ... . ; 
3. dan seterusnya ... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
' dan · 

BUPATI REJANG LEBONG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Judul Peraturan 
Daerah). 
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BABT 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

BAB II 

Pasal .. . 

BAB .. . 
(dan seterusnya) 

Pasal . .. 

BAB .. . 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal .. . 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara n Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

Ditctapkan di Curup 
pad a tanggal .. . 
BUPATI REJANG LEBONG, 

D.iundangkan di Curup 
pada tanggal ... 

tanda tangan 
NAMA (tanpa gelar) 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, 

tanda tangan 
NAMA (tanpa gelar dan pangkat) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
TAHUN ... NOMOR ... 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! 
BENGKULU: ........ 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

TTD 
NAMA 
NIP 
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B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI REJANO LEBONO 

- --+ Kop Garuda 
Emas 

BUPATI REJANO LEBONG 
PROVlNSI BENGKUL,U 

PERATURAN BUPATI R&JANG LEBONG 
NOMOR ... TAHUN .. . 

TENTANO 

(Judul Peratunm Bupati Rejang L,ebong) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! REJANG LEBONG, 

Menimbang : a. bahwa ................................... ............. ; 
b. bahwa ................. ............... ................ ; 
c. dan seterusnya ...... ..... .................. ..... ; 

Mengingat : l. ....... ... ... ... . ..................................... .... ; 
2 ... ...... ............. ...................................... ; 
3. dan seterusnya .. .............. .................. ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... 
Peraturan Bupati Rejang L,ebong). 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

iPasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. ... 
2. dst 

BAB 11 
Bagian Kcsatu 

Paragraf 1 
Pasal .. 
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BAB ... 
Pasal .. . 

BAB .. . 
KETENTUAN PERALIHAN LJika ctiperlukan) 

Pasal ... 

BAB .. 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal ... 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ctiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

Ditetapkan cti Curup 
pada tanggal ... 
BUPATI REJANG LEBONG, 

tanda tangan 
NAMA (tanpa gelar) 

Diundangkan di Curup 
pad a tanggal ... 
SEKRETARIS DAERAH KABUPA1'EN REJANG LEBONG, 

tanda tangan 
NAMA (tan pa gelar dan pangkat) 

BERJTA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBO!NG 
TAHUN ... NO MOR ... 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

TIO 
NAMA 
NIP 
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C. BENTLTI< RANCANGAN I<EPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

---+ Kop Garuda 
Emas 

BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINS! BENGI<ULU 

l(EPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

(Judul Keputusan Bupati Rejang Lebong) 

BUPATI REJANG LEBONG, 

: a. bahwa .. ........ ............... ............. ........................ . ; 
b. bahwa ..................... .. , ......... ... ........ .......... ......... ; 
c. dan seterusnya ................................................. .. 

: 1. ·· ········· ··· ·· ... ··························· ·············· ······ ···· ····; 
2 ........................... ................ , .............................. ; 
3. dan seterusnya .................................................. . 

Memperhatikan : 1 .......................................................................... ; 

Menetapkan 
KESATU 
KEDUA 
KETIGA 
KEEMPAT 
KELlMA 

2. OOOOOO•••••••·••••••••••••••••H••••••·••· ················· ·········•··•·; 
3. dan seterusnya ...................... .................. , ........ .. 
(jika diperlukan) 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaJ ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata 
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 
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Tembusan; disampaikan kepada Ylh, 
1. 
2. dst 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

TTD 
NAMA 
NIP 

1=:~:-~--: 
I ~;:~; ·--. 
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Ditetapkan di Curup 
pad a tanggal ... 

BUPATI REJANG LEBONG, 

tanda tangan · 
NAMA (tan pa gelar) 

BUPATI REJANG LEBONG, 


